
Jakarta, 23 Mei 2025

SURAT TERBUKA
Dari Para Pembeli Apartement Gallery West Residence dan Tenant AKR Office Tower

Kepada
PT AKR Land Development

Kepada Yth.
PT AKR Land Development
Di tempat

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagaimana terlampir, adalah para Pembeli dan Pemilik/Tenant 
yang  telah  menaruh  kepercayaan,  harapan,  dan  masa  depan  keluarga  kami  kepada  PT  AKR  Land 
Development sebagai pengembang dan pengelola kawasan Apartemen Gallery West Residence dan AKR 
Office Tower. Namun dengan penuh keprihatinan, kami menyampaikan bahwa kepercayaan tersebut kini 
telah terguncang oleh sederet persoalan mendasar yang hingga hari ini tidak kunjung diselesaikan.

Kami telah menunjukkan itikad baik,  menyelesaikan seluruh kewajiban finansial  kami tepat waktu,  serta 
berulang kali  menjalin komunikasi  resmi kepada pihak manajemen. Namun, yang kami terima hanyalah 
pengabaian, diam, dan sikap tidak bertanggung jawab. Padahal, yang kami perjuangkan bukan hanya hak-
hak  sebagai  konsumen,  tetapi  juga  harkat  kami  sebagai  warga  negara  yang  dijamin  perlindungan 
hukumnya, hingga surat terbuka ini kami layangkan  tidak pernah ada jawaban yang jelas dan konkrit, 
maupun komitmen nyata dari pihak pengembang.

Adapun pokok-pokok permasalahan yang kami  pertanyakan kepada Pengembang adalah  sebagaimana 
kami uraikan sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB)  
Kami sangat beritikad baik dan telah melunasi unit yang kami beli sejak bertahun-tahun yang lalu,  
bahkan lebih dari satu dekade silam. Namun hingga kini, kami belum memperoleh kepastian tentang 
pelaksanaan Akta Jual Beli yang merupakan dokumen hukum fundamental sebagai bukti kepemilikan 
sah  yang  dijamin  oleh  Undang-Undang.  Tidak  adanya  AJB  menyebabkan  kami  seolah  hidup 
“menyewa  di  rumah  kami  sendiri,”  tanpa  kepastian  hukum,  tanpa  kejelasan  status,  dan  tanpa 
perlindungan. Ini adalah pengingkaran terhadap hak dasar atas kepemilikan yang sah.
Kami sudah berkali-kali meminta informasi terkait proses pertelaan yang menjadi syarat AJB, namun 
PT AKR Land Development tetap bungkam dan tidak memberikan klarifikasi ataupun statement yang 
jelas. Ketika keheningan dijadikan jawaban atas permintaan hak, maka yang ditinggalkan hanyalah 
kekecewaan dan rasa ditelantarkan.

2. Tidak     Dibentuknya P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun)  
Sudah bertahun-tahun satuan unit kami diserahterimakan, namun hingga saat ini belum ada P3SRS 
yang  dibentuk  secara  sah.  Padahal,  pembentukan  P3SRS  merupakan  amanat  hukum,  bukan 
kebijakan opsional. Tanpa P3SRS, kami tidak memiliki hak suara, tidak memiliki kontrol, dan tidak 
memiliki perlindungan kolektif atas pengelolaan lingkungan tempat tinggal kami.
Hal ini sudah beberapa kali pula kami tanyakan kepada PT AKR Land Development, tetapi PT 
AKR Land tetap tidak memberikan langkah konkret dan hanya berdalih “dalam proses dan 
sudah melakukan sosialisasi”
Dalih “pernah dilakukan sosialisasi” bukanlah pemenuhan kewajiban hukum. Kami tidak butuh basa-
basi; kami butuh tindakan nyata. Kami mendesak agar proses pembentukan P3SRS segera difasilitasi 
disertai dokumen sah seperti pertelaan dan draf AD/ART yang semestinya dimotori dan diakomodir 
oleh Pengembang.

3. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tanpa Dasar Hukum yang Sah  
Kami terus menerima tagihan PBB dari pihak pengelola tanpa adanya rincian atau dasar perhitungan 
yang sah, tidak ada pertelaan, tidak ada NPP, tidak ada transparansi.
Ini adalah praktik yang merugikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun 
moral. Adalah keliru jika PT AKR Land Development berpikir dapat membebankan kewajiban pajak 
tanpa  memberikan  kejelasan  proporsionalitas  sesuai  hukum yang  berlaku,  setiap  sen  yang  kami 
bayarkan  adalah  bentuk  partisipasi  aktif  sebagai  warga  negara  dan  warga  komunitas,  dan  kami 
berhak mengetahui ke mana dan bagaimana kewajiban itu dihitung dan digunakan.



Kami telah berkali-kali menanyakan hal tersebut kepada PT AKR Land Development, namun PT AKR 
Land Development selalu berdalih hal itu menjadi kewajiban konsumen pemilik unit, sementara itu 
kami menerima tagihan pembayaran PBB lagi dari PT AKR Land Development, padahal telah 
tertuang di dalam PPJB bahwa dibutuhkan NPP yang menunjukan besarnya hak Pihak Kedua 
secara proporsional terhadap Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama dihitung 
berdasarkan perbandingan antara luas Satuan Unit dan seluruh Satuan Unit yang berada dan 
merupakan bagian dari Gallery West yang jumlahnya adalah sebagaimana akan diuraikan lebih 
lanjut dalam Pertelaan yang disahkan oleh instansi terkait.
Namun sampai  dengan surat  terbuka ini  kami  layangkan,  kami  tidak  pernah mendapatkan 
informasi bagaimana proses PT AKR Land Development dalam mengajukan pertelaan sebagai 
kewajibannya untuk bertanggung jawab dalam menyajikan kepada kami perhitungan yang sah 
atas masing-masing wajib pajak.

4. Tidak Transparannya Status Pertelaan  
Pada tahun 2021, PT AKR Land Development menyampaikan kepada kami bahwa pertelaan telah 
diajukan  permohonan  kepada  instansi  terkait  berdasarkan  surat  permohonan  PT  AKR  Land 
Development  tahun  2020,  Namun  hingga  saat  ini,  kami  tidak  pernah  menerima  perkembangan 
informasi apapun. Sudah lima tahun berlalu sejak janji itu dilontarkan, dan yang tersisa hanyalah diam 
dan ketidakpastian.

BERDASARKAN URAIAN KAMI DI ATAS, kami mempertanyakan tentang komitmen dan tanggung 
jawab Pengembang PT AKR LAND DEVELOPMENT, dan menuntut untuk segera:

a. Memberikan informasi resmi, tertulis, dan transparan mengenai proses pertelaan;  
b. Menyelesaikan penerbitan AJB atas unit-unit yang telah lunas;  
c. Memfasilitasi  pembentukan  P3SRS  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-  

undangan;
d. Menghentikan seluruh proses penagihan PBB hingga dasar hukum yang sah disampaikan   

kepada konsumen dan informasi mengenai itu dapat diakses secara terbuka oleh konsumen 
ataupun penghuni;

e. Melakukan komunikasi terbuka dan formal secara berkala dengan para Konsumen ataupun   
penghuni.

Kami mengingatkan bahwa kepercayaan tidak dapat dibeli - tetapi dapat hilang ketika janji tidak ditepati, dan 
hak-hak diabaikan.

Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat tanggapan dan langkah nyata, kami tidak akan ragu untuk 
menempuh jalur hukum dan advokasi publik guna melindungi kepentingan kami yang sah. Kami juga akan 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan otoritas yang berwenang agar persoalan ini mendapatkan 
perhatian yang semestinya.

Kami berharap surat terbuka ini  tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan, melainkan sebagai 
seruan terakhir dari kami yang sudah terlalu lama bersabar.

Hormat kami,

Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Gallery West Residence dan AKR Office Tower
(Tanda tangan dan daftar nama terlampir)

Tembusan:

 Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia;

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Jakarta;

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

 Gubernur dan Wakil Gubernur DK Jakarta;

 Walikota Jakarta Barat;

 Kepala Dinas Cipta Karya DK Jakarta;

 DPMPTSP DK Jakarta;

 Arsip








